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RESTRUKTURfSASf BUMN (PERSERO) 

MELALUI PENGGABUNGAN/PELEBURAN PERUSAHAAN 

A.PENDAHULUAN 

Era perdagangan bebas yang melanda dunia, termasuk Indonesia, menuntut 

adanya persiapan dan kesiapan khususnya dunia usaha dan perusahaan

perusahaan di ,Indonesia agar tetap survive dan mampu bckompetisi dengan 

perusahaan-perusahaan asing (termasuk perusahaan transnasional) yang 

beroperasi di Indonesia. Kondisi ini lebih diperparah dengan krisis ekonomi yang 

melanda Indonesia selama beberapa tahun, dimana akibatnya dirasakan sangat 

dahsyat seperti yang dapat kita ikuti dalam berbagai pemberitaan media, Masalah

masalah tersebut dihadapl baik aleh perusahaan swasta maupun milik negara. 

Padahal, baik untuk saat ini dan untuk masa-masa yang akan datang, 

keberadaan suatu perusahaan selalu dibutuhkan oleh masyarakat baik sebagai 

penghasil barang/jasa (p,odusen), pengguna barang/jasa (konsumen) maupun 

sebagai institusi penyerap tenaga kerja,l Relasi antara perusahaan dengan 

masyarakat akan selalu terjadi mengingat keduannya mempunyai sifat 

ketefgantungan. Hal inl berlaku baik bagi perusahaan/badan usaha milik swasta 

maupun milik negara (BUMN, dalam hal ini dan yang dimaksud dalam masalah ini 

adalah Perusahaan Perseroan/Persero). Keberadaan BUMN patut dipertahankan 

karena pada dasarnya pemilik dari BUMN adalah rakyat itu sendiri, yang dalam hal 

ini menguasakan kepada negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk 

mengelolanya. Hal ini sesllai dengan amanat Pasal 33 khususnya ayat (2) dan (3) 

UUD1945 yang berisi • 

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai 

hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara ; 

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkadang didalamnya dikuasai o/eh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Sehingga sudah sewawnya untuk keperitinganrakyat, BUMN terutama yang 

bergerak dalam bidang yang menguasai hajat hidup rakyat tetap dipertahankan 

, Sri Redjeki Hartono. Kapilil Selekla HulaJm Pemsahaan. Mandar Maju, Bandung, 2000, haL 37 
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keoeradaannya, meskipun tolak ukur cabang-cabang produksi yang penting dan 

menguasai hajat hidup orang bany~k terus mengalami perkembangan 

iJalam kaitan dengan cabang-cabang produksi yang pentlng dan vital sebagai 

bidang usaha BUM~J, memang memegang peranan yang penting dan strategis, 

sebab hal inl akan menjamin bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi 

negara dan menguasai hajai hidup orang banyak akan mengabdi pad a kepentingan 

U'71um dan mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyal 2 

Oleh karena itu kelangsungan hidup BUMN merupakan sesuatu yang 

semestinya dipertahankan, baik dengan tindakan-tindakan yang bersifat 

organisatoris, ekonomis, maupun yuridis. Apapun tindakan yang dipilih.· perlu , . 

diperhatikan aspek yuridis sebagai suatu upaya preventif maupun represif untuk 

mengantisipasi segala kemungkinan atas tindakan-tindakan tersebut, terutama untuk 

menjaga kepentingan karyawan, pihak ketiga, dan masyarakat umum. 

Oi antara banyak pili han tindakan yang akan diambil dalam rangka 

mempertahankan keberadaan suatu perusahaan, antara lain adalah melakukan 

penggabungan atau peleburan (merger/konsolidasi). Tindakan penggabungan atau 

peleburan merupakan strategi memajukan dan mengefektifkan perseroan dalam 

menjalankanusahilnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan tanpa harus melalui 

prosedur pemberesan akibat likuidasi. Oi sam ping itu juga dimaksudkan se9agai 

upaya perbaikan sistem manajemen !,erseroan, mengurangi atau menghindari 

persaingan serta rnencegah kepailitan. 

Sementara Normin S Pakpahan menyatakan bahwa : 'These combination (merger 

consolidation) may provide new synergy in doing bussiness in order to achieve a 

higher rate of efficiency and productivity 3 

Jadi pad a umumnya alasan dan latar belakang untuk melakukan proses 

penggabungan atau peleburan perusahaan adalah alasan dan pemikiran yang 

bersifat ekonomls dan manajerial. Sementara itu, hukum akan menjadi 

pertimbangan akhir sebagai pengaman, apakah tindakan-tindakan yang dipilih 

.tersebut aman atau tidal( dari sisi hukum. Aman dalam pengertian sah.. tidak-----·--

Ibrahim R.Prospek BUlIN dan KepentinganUmllln, Citra Aelitya Bakii, Bandwlg. 199:. hal 4 
Oionnin s.Pahl'.han, Introduction To The liew Company LawoI! Indonesia . . ELlPS Project Jakarta, 
1995, p_Y 
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melanggar ketentuan undang-undang dan tidak melanggar hak serta kepentingan

kepentlngan pihak lain.4" 

Meskipun demikian, mengingat arti pentingnya tindakan4indakan hukum 

tersebut bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan agar dapat berjalan 
. ;:' 

sebagaimana mestinya dan dapat menjamin tersedianya kebutuhan masyarakat 

maka perangkat hukum yang mengatur hal tersebut pat'.!t untuk diperhatikan. 

Oleh karena itu dalam makalah ini akan dicoba untuk menelaah perangkat 

hukum yang tersedia bagi tindakan hukum penggabungan dan peleburan bagi 

BUMN di luar yang bergerak dalam bidang lembaga keuangan bank maupun bukan 

bank, sekaligus berbagai implikasi yang dipimbujkan oleh perangkat hukum tersebut 

B. PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (MERGER) 

Batasan tentang penggabungan perusahaan (merger) dapat dikemukakan 

beberapa pendapat sebagai berikut : 

1. A Zen Purba : 

"Merger ada/ah penggabungan dua atau lebih perusahaan ke da/am salah satu 

dan mereka dan perusahaan yang bergabung membubarkan diri" 

2. Kartini Mulyadi : 

"Merger ada/ah penggabungan dua perusahaan dimana perusahaan yang satu 

tetap eksis. sedangkan perusahaan yang lain lenyap" 

3. Cristianto Wibisono : 

"Merger ada/ah penggabungan dua badan usaha atau lebih yang re/atit 

seimbang kekuatannya, sehingga terjadi kombinasi baru yang merupakan wadah 

bersama yang saling memperkuat". 

4. Pasal1 anggka 1 PP No.2? Tahun 1998 : 

"Penggabungan ada/ah perbuatan hUkumyang di/akukan o/fJt) satu perseroan 

atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan 

selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menJadi bubar". 

Dari beberapa pengeftial t te~but dapat disiti tpulkalt bah"a peltggabultgalt 

perusahaan/merger pad a dasamya merupakan penggabungan dua atau lebih 

, Sri Redjeki Hartono, Op.Cit, hal.39. 
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perusahaan dengan tetap mempertahankan keberadaan salah satu perusahaan, 

sementara perusahaan lain yang menggabungkan diri dibubarkan. 

Pada hakikatnya pengertian merger difokuskan pada penggabungan usaha 

yang memiliki kekuatan berimbang, tetapi pada kenyataannya Justru malah.

sebaliknya yaitu banyak badan usaha yang bergabung Justru memiliki kekuatan ~an.g 

Jauh berbeda. Dengan dilakukannya mrrger, secara hukum badan hukum yang 

dibubarkan keberadaannya tidak ad" lagi. 

Dari segi hukum perusahaan, penggabungan merupakan pembelian dan 

karenanya terjadi pengalihan kepemilikan harta kekayaan termasuk juga saham 

perseroan yang menggabungkan diri. Saham persecpan yangmenggabungakan diri 

dihilangkan identitasnya dan digantikan oleh saham perseroan yang masih ada_ 

Pada dasarnya ada beberapa macam merger, yaitu • 

1. Merger Horisontal 

Dalam merger horisontal, penggabungan perusahaan dilakukan oleh perusahaan 

yang bergerak dalam bidang usaha sejenis, atau antara perusahaan yang 

semula saling bersaing. Misalnya merger-antara perusahaan mie instant "A" 

dengan perusahaan mie instant "8". 

2 _ Merger Vertikal 

Dalam merger vertikal, penggabungan perusahaan dilakukan oleh perusahaan 

yang mempunyai perbedaan dalam tingkat operasi produksi. Misalnya 

perusahaan otomotif dengan tingkat desian, pembuatan karangka, dan 

pemasaran yang berbeda. 8isa juga merger vertikal diartikan adanya kerjasama 

antara satu perusahaan satu dengan perusahaan yang lain, yang mengolah lebih 

lanjut produk yang dihasilkan oleh perusahaan pertama. Misalnya merger antara 

perusahaan penghasilan tepung terigu dengan perusahaan mie instant. 

3. Merge-r Konglomerat ------

Dalam merger konglomerat ini. bukan merupakan merger horisontal maupun 

vertikal, artinya masing-masing perusahaan tidak mempunyai kegiatan bisnis 

----:--cyang salillg berhubungafl. Bengan 1(8la laiQ-/3aRwa-mer-§er.kg~I<lef<ra:let--:-_--

merupakan suatu langkah integrasi yaitu pengumpulan dalam suatu perusahaan 

atau sejumlah perusahaan yang beroperasi yang di berbagai mata rantai usaha. 
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Sementara Abdulkadir Muhammad mengemukakan tujuan penggabungan 

perusahaan sebagai berikut .5 

a memperbesar jumlah modal.' 

b. menyelamatkan kelangsungan produksi . 

c. mengamankan jalur distribusl . 

d. memperbesar sinergi perusahaan : dan 

e. mengurangl persaingan usaha menuju kepada monopolistik. 

Khusus untuk tUJuan huruf e diatas BUMN mendapatkan pengecualian sesuai 

ketentuan Pasal 51 UU NO.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berisi : ,-

"Monopoli: dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau 

pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta 

cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang 

dan diselenggarakan oleh Badan Usaha AIIilik Negara dan atau badan atau lembaga 

yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah". 

Tentu saja penggabungan ini dilandasi oleh beberapa kepentingan yang secara 

ekonoml lebih eflsien dan menguntungkan Sehubungan dengan itu, Mas'ud 

Machfoedz mengemukakan beberapa alasan penggabungan perusahaan sebagai 

berikut :6 

1. pemanfaatan aset yang lebih efisien dalam satu kesatuan perusahaan. Sebagai 

contoh.apabila PKBI bergabung menjadi satu dengan Kanindotex (sekarang 

berubah menjadi PTAIC), secara ekonomis pemanfaatan mesin tenun lebih 

efisien karena ekonomis scale dapat ditingkatkan. 

2. integrasi usaha : dengan penguasaan atau penggabungan badan usaha yang 

segaris maka biaya produksi akan lebih murah. Sebagai contoh, apabila 

Indofood bergabung dengan Bogasaiiinaka kesulitan memperoleh bahan baku 

mie instant dapat dihindari. 

3. profesionalisme manajemen .' dengan penggabungan badan usaha diharapkan 

l7lal7lptJ numa, iA me" 18j6iJ7<"" 1 yangprofesiollal. S-ebagai cOi1tolT.-pertgttasaan 

Bank Papan Sejahtera oleh Hasjim Group 

, Abdulkadir Muhammad, HU/a1111 PetUsahaan Indonesia. Citra Aditya Bal-1:i, Bandwlg, 1999, hal. 45. 
, Abdulkadir Muhammad, HII/a,m Perseroan Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1996, hal. 87. 
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4. smergi finansial dan ekonomi : apabila perusahaan merugi bergabung dengan 

perusahaan yang memperoleh laba. maka perusahaan yang rugi akan 

menampakkan performance yang baik dan perusahaan yang laba,.akan 

berkurang pajaknya karena dikurangi oleh perusahaan yang bergabung. Sebagai 

contoh penggabungan Tako Gunung Agung dengan Multi Gunung Agung pada 

tahun 1988. 

C. PELEBURAN PERUSAHAAN (KONSOLIDASI) 

8eberapa batasan tentang peleburan (konsolidasi), antara lain: 

1. R.Sutarto: 

"Konsofidasi adalah peleburan dua perseroan atau lebih menjadi perseroan ke 

tiga yang sama sekafi baru dan mengambil aktiva-aktiva (mungkin juga hutang

hutang) dari perseroan lama yang selanjutnya akan menghilang". 

2. Abdulkadir Muhammad: 

'Peleburan adalah penyatuan dua perseroan atau lebih dengan cara mendirikan 

perseroan baru dan membubarkan perseroan yang ada ". 

3. Pasal1 anggka 2 PP NO.27 tahun 1998 : 

"Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan OIAh dua perseroan atau 

lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan baru dan 

masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar·. 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa peleburan 

(konsolidasi) adalah merupakan penggabungan dua perusahaan atau lebih dimana 

perusahaan yang bergabung tersebut kehilangan eksistensinya dan melebur 

menjadi satu perusahaan yang sam a sekali baru. 

Dari segi hukum perusahaan dalam suatu peleburan, semua harta kekayaan 

termasuk selama perseroan yang oergabi.Jrig dlbell oleh perseroan yang baru 

didirikan dan diganti dengan identitas perseroan yang baru. Pendirian perseroan 

yang baru bersamaan dengan pembelian dan pengalihan seluruh harta kekayaan 

perseroafT-lama yan§-meleelli-meAj'adi perseroaFt-BBftHTleialui-akta pem:liFiaflflya-' 

Meskipun pada dasarnya alasan dan tujuan perbuatan hukum 

penggabungan dan peleburan perusahaan adalah sama, yaitu berkisar pada 

Ibid. hal.86 

.... __ ... _._ .•.•... _ .. _._----
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masalah pernlodalan, p'oduksl, dan jalur distribusi, tetapi antara keduanya terdapat 

bebarapa perbedaan a~tara lain; 

1, Pada peilggabu!lg2~' rnasih dipertahallkan keberadaan salah satu perusanaarl 

sedangkan pad a pe,eixJlan sernua perusahaan dibubarkan dan memben:~k 

perusahaan baru 

2, Pada penggabungc~' ranV2 dibutuhkan perubahan ,A,nggaran Dasar saiar sab 

perusahaan, sehingga C;UK.J;J dimintakan perseiuJuan kepada Menterr KencK:"1an 

(Pasal15 ayat (1) U~i No 1 tahun 1995) ; sedangkan pada peleburan diperiukan 

adanya Akta Pendrr,ar: (A;-'ggaran Dasar) Perusahaan yang baru sehingga harus 

dimintakan perusar-:aan kepada Menteri Kehakiman (Pasal 7 ayat (6) jo Pasa! 9 

UU No 1 Tahun 1995), 

D. PERANGKAT HUKUM TENTANG PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN 

PERUSAHAAN 

Perangkat huku'1l dari perbuatan hukum penggabungan dan peleburan 

perusahaan dapat dilihat pada ketentuan UU No,1 Tahun 1995 Tentang Perseroafl 

Terbatas (UU PT) dan PP i'jG 27 TahL!n 1998 Tentang Penggabungan, Pe!eouran 

_ dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas,' 

Pasal 102 UU PT antara lain menyatakan bahwa satu perseroan atau lebrh 

dapat menggabungkan drn menjadi satu dengan perseroan yang telah ada at3u 

meleburkan diri dengan perseroan lain dan membentuk perseroan bam Sementara 

Pasal1 PP 27 Tahun 1998 menyatakan bahwa penggabungan adalah perbu3tan 

hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri 

dengan perseroan yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan 

diri menjadi bubar. Sedangkan peleburan adalah perbuatan hukum yang drlakukan 

oleh dua perseroanlebrh atau untuk meleburkan dm dengan cara memoentuk saru 

perseroan baru dan masrng-rnasing perseroan yang meleburkan diri menjadr bubar 

Dengan dernlkran jelas bahwa penggabungan dan peleburan adalah suatu 

~perbt:latan "iltJktJm drrnana perbuataflAtikum yang dilakukan oleh subyek Clukum 

akan mempunyal akibat hukurn, yakni hak dan kewaJiban (tanggung jawab) menurut 

hukurTI terhadap pihak lain. Oleh karena penggabungan dan peleburan merupakan 

perbuatan hukum y<:::lg Illeillpunyai akibat hukum baik bagi perseroan Itu sendirr 
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maupun plhak ke tiga (IT,asyarakalj, maka perlu dlatur secara Jelas segala sesuatu 

yang berkaltan den;an perc.uatan hukum tersebut. 

8erdasarkan ~etent~an Pasai 102. 1 D4 - 108 IjU PT dan Pasai 4 - 25 UU 

PP 27/1998, dibawar, inl (pada haiaman berikut) dlsajikan garis besar proses 

penggabungan dan [",Iebvan Derusahaan dalam bentuk bag ian, Proses 

penggabungan dan peleburan perusahaan pada dasarnya sarna enlara !"In 

1 Direksi maslng-iT3sing perseroan yang akan saling menggabungkailimeleb'crkan 

diri menyusun Urusa:-, Rencana Penggabungan/Peleburan, yang berisl antara 

lain, 

a, Nama dan tempat kedudukan perseroan yang akan melakukan 

penggabungan/peleburan , 

b, Alasan serlo. ;)enJelasan masing-masing Direksi perseroan dan persyaratan 

penggabungan/peleburan • 

c, Tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan terhadap saham 

perseroan hasil penggabungan/peleburan , 

d, Rencangna perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil 

penggabungan/peleburan , 

e, Neraca, perhltungan rugi laba yang melipuii 3 (tiga) tahun buku ierakn'r dan 

semua perseroan yang akan menggabungkan meleburkan diri • 

f. Hal-hal lain yang perlu diketahui oleh pemegang saham , 

a) Neraca proforma perseroan hasil penggabungan/peleburan sesual 

dengan standar akuntansi keuangan, serla perkiraan mengenai hal-hal 

yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serla masa depan 

perseroan yang dapat diperoleh dari penggabungan/peleburan 

berdasarkan penllaian ahli yang independen • 

b) Cara - penyelesalan status karyawan-- perseroan yang akan 

menggapungkan/meleburkan diri • 

c) Cara menyelesaikan hak dan kewajlban perseroan ierhadap pihak 

-ketiga , 

d) Cara penyeles211an hak-hak pemegang saham yang tidak setuju 

terhadap penggabungan/peleburan perseroan • 

e) Susunan, gaJI. dan tunjangan lain bagi Direksl dan KOI1lisarls hasil 

penggabungan/peleburan • 
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f) Perkiraan Jangka waktu penggabungan/peleburan . 

g;: Laporan mengenai keadaan atau Jaiannya perseroan serta hasll yang 

teiah di capai : 

Kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tar-.un bt,KU yang 

sedang berjalan : 

:) Rincian masalah yang timbul seiama tahun buku /311g sedang oerfaiaG 

ya:1g mempengaruhi perseroan • 

j) ~Jama anggota Doreksi dan Komisaris. 

~s: usulan tersebut harus mendapat persetuJuan dar: Komisaris. 

2. Usulan seperti dalam angka 1 tersebut merupakan bahan Lllltuk cnenyusun 

Rancangan penggabungan/peleburan yang disusun bersama-sama oler, Direksi 

perseroan yang akan melakukan penggabungan/peleburan. Rancangan 

penggabungan/peleburan ini sekurang-kurangnya memLiat hal-hal yang 

tercantum dalam Usulan Rencana penggabungan/peleburan. Selain Ini juga 

harus memuat penegasa:l dari perseroan yang akan menerima 

penggabungan/peleburan mengenai penerimaan perallhan segala hak dan 

kewajlban dari perseroan yang akan menggabungkan/meleburkan diri 

Ringkasan rancangan penggabungan/peleburan ini wallb diumumkan olel:1 

masing-masing Direksi dalam 2 surat kabar harian serta diumumkan secara 

tertulls kepada karyawan perseroan paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan 

RUPS masing-masing perseroan. 

3 Rancangan penggabungan/peleburan berserta konsep Akta 

pengabunggan/peleburan wajib dimintakan persetujuan kepada RUPS masing

masing perseroan, dimana keputusan diambil dalam RUPS yang dihadiri paling 

sedikit % bag ian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan 

dlselDjUloieh paling sedlKlt % baglan dan Jumlah suaralersehLiI 

4. Konsep Akta penggabunggan Ipeleburan yang telah menciapatkan persetujuan 

RUPS dituangkan dalam Akta Penggabungan/peleburan yang dibuat dlhadapan 

Notaris dalam l:Ja/iasa-IRgeAesia. 

5. Direksi perseroan hasil penggabungan/peleburan wajib mengumumkan hasil 

penggabungan/peleburan terse but dalam 2 surat kabar harran paling lambat 30 

hari seJak penggabungan/peleburan selesai dilakukan. 
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Persyaratan persertuJuan .RUPS bsgl perbuatan hukum penggabungan dan 

peleburan perusahaan hal ini penting mengingat adanya kemungkinan terdapat 

pemegang saham yang tidak :Tlenye'uJul perbuatan hukum tadl (termasuk dan 

terutama pemegang saham minontas) Oleh karenanya, terhadap permasalahan Inl 

PP 27 Tahun 1998 telah menyediakan ketentuan yang mengatur hal tersebul. yakni 

yang dimuat dalam Pasal 4 sebagai be~ikut 

(1) Penggabungan peleburan dan pengambllaJihan hanya dapat dilakukan 

dengan memperhatikan ' 

a, Kepentingan perseroan pemengang saham minoritas, dan karyawan 

perseroan yang bersangkutan " • 

b, Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan 

usaha 

(2) Penggabungan. peleburan. dan pengambilalihan tidak mengurang hak 

pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang 

wa/ar 

(3) Pemegang saham yang tidai< setuju terhadap i<eputusan Rapat Umum 

Pemegang Saham mengenal penggabungan peleburan dan 

pengambila/ihan hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang 

dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 

55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, 

(4) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud da/am ayat (3) tidak menghentikan 

proses pelaksanaan penggabungan. peleburan. dan pengambila/ihan. 

E.PERKEMBANGAN DAN PERANGKAT HUKUM BUMN (PERSERO) 

Berangkat dari keberadaan Pasal 33 UUD 1945 dapat disebutkan bahwa 

dunia usaha naslonal terdiri dan tiga komponen, yangdikenal deng21ntsfllEjll Ilga

pelaku ekollomt". yailU Swasta, Badan Usaha Millk Negara (BUMf\l), dan Koperasi. 

Sebagai pilar pereKonomian nasional maka sudah sewajarnya apablla ketiga badan 

-usaha--tersebut diberikesempatan dan porsi'yang seimbang, untuk turut serta 

membangun perekonomian nasional. 

Panji Anoraga. BUr-.,·iN, Swasta dan Kopera.:;i - Tiga Pelak,J EkoT1omi, PllstakR Jaya, Jakarta, 199.5 
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Pasal 1 Perpu No.1 S Tahun 1960 temang Perusahaan Negara menentukan 

bahwa pad a dasamya yang Gimaksud dengan Perusahaan i~egara adalah meliputl 

semua perusahaan dengan bentuk apapun yang modalnya untuk keseluruhan 

merupakan kekayaan negara Republik Indonesia. kecuall dltentukan lain dengan 

undang-undang Dengan demlklan dapat dlkelTlukakall bahVlla pada tahap 1m 

perusahaan negara merupakan perusahaan yang modalnya adalah mllik negara 

seiuruhnya ("100 %
), yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan Hal in: 

dapat dlmaklumi apabila ditelaah berdasarkan Penjelasan Perpu tersebut yang 

antara lain menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan ekonomi terpimp:n 

yang menuJu ke suatu masyarakat adil maklTlur, maka segala kegiatan ekonoml 
,.' 

perlu disinkronisasikan dengan baik dan bijaksana sehingga dapat mempersingkat 

waktu yang dibutuhkan untuk menlngkatkan taraf hldup rakyat. Kemudian juga 

dinyatakan 'i 

ditujukan ke 

semua alat produksi dan distribusl harus direorganisasikan dan 

arah pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945" Selain itu juga 

dikemukakan, "Semua alat vital dalam produksi dan selTlua alat vital dalam distribus, 

harus d,kuasai atau sedikltnya diawasl oleh pemenntah . Dan beberapa kutlpan 

dan PenJelasan Perpu tersebut dapat dlsimpulkan bahwa pasal awal masa 

pembanguna,l saat itu, maka negara menginginkan pe~an yang besar dalam 

berpartislpasi melakukan proses produksi dan distribusi bidang-bidang yang vitai 

guna kemakmuran rakyat. 

Namun demikian dalam perkembangannya, konsep perusahaan negara 

tersebut mengalami kesulitan dalam melaksanakan usahanya dan dianggap tidak 

eflsien seoara ekonomis. Hal ini ierJadl karena selaln adanya kewaJiban negara 

untuk menyediakan modal bagi perusahaan negara sebesar 100 %, juga karena 

penyeragaman benuk hukum dari perusahaan negara ItU sangat menyulitkan 

'~lTIeriglngat bldang usaha yang oltanganl adalanoer15eda'-beda dall II 1811 Ipullyai 

karakteristik yang berlainan pula. Maka pad a tahun 1969 dikeluarkan UU NO.9 

Tahun 1969 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk 

Usalla . Negar-a --Menjaei- biAElaAg-\..Jm:laRg y-ang pada Intinya membedakao . 

perusahaan negara menJadi 3 (tiga) keouali ditentukan secara khusus dalam 

undang-undang. yaitu : 

1. Perusahaan Jawatan atau PERJAN, yaitu Perusahaan Negara yang didirikan 

dan diatur menurut ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Indonesische 

11 



Bedrtjvenwet (Stb i 927 . 419 sebagalmana telah beberapa ked dlubah dan dl 

tambahl , 

2 Perusahaan Umum atau PERUM, yaltu Perusahaan Negara ya"g d!dirikan dan 

diawr berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termakiub daiam UU ~~o 19 Prp 

Tahun 1960 • 

:3 Perusahaan Perseroan atau PERSERO yaitu Perusahaa~ dalam beniu~ 

Perseroan Tert'atas seperti diatur menurcit keteniuan KUHD ':Stb 1847 23 

sebagalmana telah beberapa kall dlubar, dan ditambahl, baik yang saham

sar,amnya untuk sebagian maupun seluruhnya dimiliki oleh negara 

Dalam tahap ini negara(pemerintah)r.nulai meninggalkan konsep bahwa 

sebuah perusahaan negara seluruh modalnya harus dimiliki oleh negara yaitu 

dengan mulai munculnya perusahaan perseroan (Persero) yang memungkinkan 

negara hanya menguasai sebagian (besar) modal/saham dari Persero terse but 

Sedangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No.7 40/KMK.00/1989 

lebih diperjelas lag I, bahwa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimillkl oleh negara atau 

badan usaha yang tidak seluruh sahamnya dimilikl oleh negara tetapi statusnya 

disamakan dengan BUMN, yaitu . 

1. BUMN yang merupakan patungan antara pemenntah dengan pemerintah 

daerah. 

2 BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan BUMN lalnnya ; 

3. BUMN yang merupakan badan-badan usaha patungan dengan swasta 

naslonal/asing dimana negara memiliki saham mayoritas minimal 51 %. 

Pengaturan tentang perseroan yang cukup penting adalah dengan 

dikeluarkannya PP No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) 

tSalam PP-filT ditetapkan bahwa yang aTIllaksUBBengah PerUSa1T2faIT1"Brseroan· 

adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No.9 

Tahun 1969 yang berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-undaflg·No.1 Tahun1995 yaflg selt/ruh atau paling sedikit 51 % saham 

yang dlkeluarkannya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung 

(Pasal 1 angka 2). Peraturan Pemerintah ini pad a dasarnya ingln memberikan 

kerangka hukum yang jelas dalam rangka mendorong peran Persero menghadapi 

era persaingan pasar dunia yang semakin ketat sejalan dengan kecenderungan 
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globalisasi perekonomian dan llbaralisasi pardagangan. Selain itu ada bebarapa hal 

cukup menarik yang dlmasukkan dalam katantua PP ini, antara lain, 

,oertama dlnyeteka'1 secara tages behwa Persaro tunduk pade pnnsip-pnnsip 

Perseroan Tarbatas yang diataur dalam UU ~jo.1 Tahun 1995 tantang Perseroan 

Tarbatas. Hal ini berart: segala kaiantuan dalam UU PT dapat ditarapkan dalam 

Parsero. kecuali tentang pendir;a!'nya (Iihat Pasal 7 ayat 5 UU PT) Kadua. 

didorongnya semangat kamandir:ar, bagi Persero dalam menjalankan aktlfitas canpa 

adanya cam pur tangan dari pihak manapun termasuk dari pemerintah, kecuali organ 

Perseroan sesuai dengan ketentuan UU PT (Pasal 39 PP 12 Tahun 1998). Dengan 

demikian meskipun ada unsur pemerintah dalam Persero, yakniMenteri Keuangan 

sebagai pemegang saham mewakili pemerintah, namun peran Menteri Keuangan 

tersebut harus dijalankan secara propo[sional demi kepentingan Perseroan yang 

dijalankan seoara profesional. KeUga. didorongnya Persero yang sehat selama 2 

(dua) tahun berturut-turut untuk berubah menjadi Persero Terbuka (Pasal 17 PP 

No.12 Tahun 1998). Hal ini mengisyaratkan bahwa terbukanya kesempatan yang 

lebar bagi proses privatlsasi dengan oara menJual sebagian saham Persero kepada 

masyarakat 

. Namun derhiklan, seinng dengar. perkembangan (diduga terutama 

perkembangan status politik), peraturan pemerintah terse but diikuti dengan 

keluarganya 3 peraturan pemerintah yang isinya boleh dikatakan saling simpang 

siur." ..... , ada indikasi perebutan kewenangan terhadap BUMN, yang dltandai 

dengan terbitnya tiga Peraturan Pemerintah \,ang mengatur kewenangan BUMN 

hanya dalam waktu satu bulan,,9 Ketiga Peraturan Pemerintah tersebut adalah, PP 

NO.96 Tahun 1999 (terbit tang gal 22 Desember 1999) tentang Pengalihan 

Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) atau Pemeg'angSaham Pada Perusahaan Perseroan 

(Persero) dan Perseroan Terbalas Yang Sebaglan Sahamnya Dimiliki Oleh Negara 

Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan 

Badan--l:Jsaha-MHtk-Negarfr:yaflg pad a dasarnya mengatur t-entang· pengalihan 

kedudukan, tugas dan wewenang tersebut dari Menteri Keuangan kepada Menteri 

Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN (Pasal 1). Kewenangan yang 

Majalah Pilar, N0.20Th.llli27 September - 10 m,10ber 2000, hal. 20. 
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dlalihkan tersebUI sangat lues "aene seialn penatausahaan setiap penyertaan 

modal negara berikut peruba~,ann\,a serta penyertaan-penyerataan yang dilakukan 

oleh BUM~", meliputi juga keglata~ reorganisesi dan pembubaran BUMN (Pasal 2 

jO, Penjelasan atas Pasal 1) Selela,'] itu keluar Dp ,No 98 tahun 1999 (terbit tanggai 

27 Desember 1999) tentang Pengallhan '~edudiJi<an, Tugas dan Wewenang Menten 

Keuangan Selaku Papat Umum Pe'''egang Sa~,am (PUPS) atau Pemegang Saham 

Pada Perusahaan Perseroa~ (Pecsero; dan "'erseroan Terbatas Yang Sebagiar, 

Saham~;ya Dimiliki Oleh r'Jegara Repui)I,k indonesia Kepada Menteri Negara 

Penanaman Modal dan Pembinaan Badal', Usaha Milik f'Jegara, yang isinya 

membatasi kewenangan Menneg BCJMN seperti yang diatur dalam PP No,96 Tahun 

1999, yakni adanya pengecualian terhadap Persero yang bergerak dalam bidang 

usaha perbankan, perasuransian, dan jasa keuangan lainnya (Pasal 1 ayat 2), 

Selain itu juga diatur adanya kewajiban dar' Menneg BUMN untuk meminta 

persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan dalam hal pembangian deviden 

Persero/PT pengangkatan, dan oemberhentian DireksilKomisaris Persero/PT 

penggabungan, peleburan, pemecahan dan pembubaran Persero/PT, serta dalam 

hal pemberian jaminan oleh oemernt2h (Pase! 2 ayat 2), Lalu yang terakhir adalah 

keluarnya PP No,1 Tahun 2000 (tecblt t!Jnggal 26Januari 2000) tentang Perubahan 

PP No,98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan 

Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang 

Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas Yang 

Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri 

Negara Penanam Modal dan Pemblnaan Badan Usaha Milik Negara sebagai revisi 

terhadap PP No,98 Tahun 1999, yang pada dasarnya hanya berisi peIJghapusan 

ketentuan Pasal2 ayat (2) PP NO.98 Tahun 1999. artinya Menneg BUMN tidak perlu 

lagi untuk mendapatkan persetujuan'dan Menter! Ke'uangan dalam hal pembaglari
u

-' 

deviden Persero/PT pengangkatan dan pemberhentian Direksi/Komisans 

Persero/PT, penggabungan peleburan pemecahan dan pembubaran persero/PT 

'serta-dalam-hal'pemberianjaminan oleh pernerintah (Pasal1): 

Berdasarkan tiga Peraturan Pemenntah terse but maka dapat disimpulkan 

bahwa saat inl selaku Rapal Umum Pernegang Saham (dalam hal Persero yang 

sahamnya dimiliki oleh ne",ara 1 00 %) dan selaku pernegang saharn (dalam hal 

Perseroan atau yang saham neg;;lra tidak 100 %) adalah Menter! Negara 
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Penanaman Modai aB:": P21l1binaan au fv-; r\l, Sc._ "'1 itu dalai~' hal ini perilbinaar: dan 

kegiaian~keglatan reorganises! BUM"i yang mellputl penggc0ungall, peleburall dan 

pembubaran BUllilf.J dllakuka,l olah Ivlanneg BUMN tc'lpa harus dim'nIakar' 

persetuJuan dan ivlenler' Keuangan 

Padahal pada perkembangan terakhir (setelah terJadinya pergantlC5r' 

kabunet), diketahui bah\va Kementeclan Pemblnaan BUMN sudar, tldak ada leg' Gar 

saat inl maslh terJad! ,')erbedaan ter,tang siapa yang paling Gocok unt'Jk menangc'~' 

BUMN, Ada yang menglnglnkan dibawah Menko Perekonomian (Rizal Ramil), ada 

berpendapat sebalk:~ya teta;:, dib,,"'/ah Menter! Keuanga!l, dan ada juga yang 

berpendapat bahwa sebaiknya berada di bawah suatu badan khusus yang 

menangani BUMN dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden, Jadi bila 

diikuti dengan seksama perkembangan tersebut, akan tampak nuansa pOlitis yang 

ikut mewamai kebijakan terhadap BUMN selain tenlu saja ada juga pertimbangan~ 

pertimbangan teknis ekonom!s maupun yuridis, 

F. RESTRUKTURISASI BUMN (PERSERO) MELALU! PENGGABUNGAN OM, 

PELEBURAN 

BUMN dikenai pula dengan isiilah public enterprise, sehingga BUMI\), 

mempunyai dua elemen pentlng yang terkandung dl dalamnya, yaitu unsur 

pemerintah (public) dan unsur blsnis (enterprise), BUMN mempunyal keistimewaafl 

karakteristik yang tldak dipunyal oleh badan usaha lain, yang dirumuskan sebaga' 

"A corporations clothed with the power of government but possessed the fiexibillty 

an initiative of a private enterpnse . (suatu badan usaha berbaju pemerintah tetapl 

mempunyai feksibelitas dan Inisiatif sebagai perusahaan swasta. 10 Apabila 

diuraikan, maka dalam pubflk dan pengertian public enterprise BUMN, ada tlga 

makna yang terkandung-ctr1talamA'y'B, 'r'9.l(Ri-fr!J9Ii~DWDB£Sbip~pubflc 

control, Dari ti9a makna tersebut public purpose menjadi inti dari konsep BUMN. 

public purpose ini dijabarkan sebagai hasrat untuk mencapai cita~cita pembangunan 

·{sosial;~ekonomi. dan polotik) bBQL l<~seJi'lhteraan bangsa dan negara 11 Dalam 

kerangka inilah sering dikatakan bahwa BUMN merupakan alat untuk pencapalan 

tujuan Nasional. 

:-) Panji Anoraga.' Op. Cit. hal. 2 
" Ibid, ha\.3, 
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Oleh karenanya, ier!ebli, dalam era giobaiisasl saat 1111, bagalmalla ,Jun 

alasannya bahwa BUMN yanQ bergerak dalam bicJang untuk kepentingallumum da'-, 

hajat rtidup orang banyak sL'jah sepatutnya untuk dipertahankan ketlenarann\'3 

Ada beberapa alas an uniuk ;-nemperhatikan BUIv1N tersebut yaitu : 

1. Dalam situasi dan konc% ce,ientu, serta untuk produk barang atau Jasa ierten,'J 

harus dikuasai o:e~ negara agar dapat dinikmati oleh masyarakat . 

2. Dalam rial produk bar-ang stau jasa yang mempengaruh: kesejahterasr; :aky2.~ 

banyak, hanya dapat di}e:211lkan secara merugi maka hal itu harusdilakukan oieh 

BUIv1i'J 

Selain itu. sejalan (le:-'9a' kecenderungan terJadinya globalisasi 

perekonomian dan liberalisas! perdagangan, maka konsekuensinya adalah 

timbulnya persangingan yang semakln ketat antara pelaku ekonomL tidak terkecuali 

BUMN. Masalah ini tidak bisa dldiamkan begitu saja, sementara pihak lain (aslng) 

sudah siap dengan berbagai strategisnya. Maka BUMN perlu segera melakukan 

persiapan-persiapan di segals bldang guna me~gantisipasi kecenderungan tersebut 

Banyak cara yang dapat dlla~ukan untuk melakukan persia pan itu, antara lain 

dengan program restrukturisasi melalui berbagai format misalnya privatisasi ata') 

marger. Dalam inpres NO.5 Tahun 1988 telah diatur secara formal kebijaksanaan 

restrukturisasi da!am rangka penggabungan BUMN, antara lain dengan cara 

marger, konsolidasi, keriasama operasi, kontrak menejemen, pemecahan 

perusahaan, go public dan sebagainya.'2 Namun demikian apa yang telah 

ditetapkan secara formal (tertu!ls) belum tentu dapat dilaksanakan dengan baik.Ada 

beberapa contoh yang dapat dikemukakan. antara lain: Pertama, ide marger antara 

-II BUMN dilingkungan Depertemen Pekerjaan Umum. Ide pembentukan holding atau 

marger itu muncul pad a awal tahun 1999-an dari hasil studi Boston Consulting 

Group dengan rUJul<an data keuangari-perseroan 19'9l5.-SaaTTnTKOrfdiSiKeOangan 

dan prospek usaha II BUMN ltu teiah berbeda, sehingga perlu dilakukan studi uiang 

dan belum seluruh BUlv1f'J IlU menyelesaikan resirukturisasi utangnya, sedangkan 

-----------prospelc usaha juga berbeda-eedaK-tlftEHsl demil(jaFlak-anm~4t-ffialjsasl 

rencana marger, karena tldak mung kin BUMN yang sehat digabung yang tidak 

" Ibrahim R, Op.Cif, hal. 175. 
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sehat atau yang tidak sehar dengan ya,g tidak sehaL Pada dasarnya pembentukal~ 

holding ataupun marger antara BUW; sejenrs di ringkungan PU drnilai baik, asal 

prosesnya diiakukan penyehatan 'erleblr, darilliu ~epada maslng-masing 

perllsahaan yang akan digabung. Sebab jika penggabungan usal,a rtu tidak diawali 

oleh penyehatan masrng-masing BUl0i~, maka bukan tidak mungkin perllsahaan 

baru hasi! penggabllngan nanti yang nrenanggung beban 13 Kedua, rencana marger 

antaTa PT Telkom dengan PT Indosat yang pada aV/ainya sudah disusun blue print

nya, ba!wva kedua BUMN itu akan digabung dan menjadi Jaksasa telekomunikasi 

nasional Rencana marger itu terganjal dengan sikap pemerintah yang tidak 

menyetujui tindakan tersebut, dan tetap berpendirian bahwa ke clua BUMN tersebut .' 
nantinya tetap berdiri sendiri dan bersaing secara fair,'4 Akan tetapi dalam 

perkembangannya, rencana marger (dalam hal ini lebih pada metode akuisisi) 

tersebut saat ini sedang dikaji kembali oleh OPR. 15 

Oi sam ping dua contoh marger yang belum terlaksana tersebut ada juga 

r,ontoh maraer, atau lebih tetap konsolidasi (peleburan), yang sudarl uerplan yakni 

peleburan em pat bank BUMN (BON, BBO, Bank Eksim, Baplndo) menjadi Bank 

Mandiri. Kemudian marger (atau lebih tepat konsolidasi) antara PT industri 

Sandang I dengan PT, Industri Sandang II menjadi PT, Industri Sandang Nusantara, 

serla antara PT Natour dengan PTHotel Indonesia yang dilakukan pad a masa 

Tantri Abeng sebagai Meteri Pendayagunaan BUMN.'6 

Oari beberapa contoh yang dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa sebenarnya marger merupakan salah satu pilihan dari para pengurus BUM~J 

untuk melakukan restrukturisasi guna mengembangkan BUMN yang diurusnya. 

Namun dalam kasus marger PTTelkom dengan PT Indosat dapat dilihat betapa 

peran pemerintah masih sangat besar dalam mencampuri kegiatan BUMN. 

Terlepas dari semua permasalahan tersebut benkLit ini akah- illCoba dlKajl 

dari segl yuridls tindakan marger yang dilakukan oleh BUMN, diluar BUMN yang 

bergerak didalam bidang lembaga keuangan (bank maupun bukan bank) mengingat 

un1U1\proses dall pelsyalatall IIlalger atau konsoliElasi-l3agilembaga' perbankan 

:3 Halian Bisnis Indl'lIlcsia Edisi 13 \Jaret :WOO 
).! Harian Eisnis InciC'nesla Edisi 29 Februari 20':)0 
;:., Harian Kompas Eclisi 19 OJ...loDer 2000 
;, ~1ajalah Pilar. OJ.' CiT, haL 18 
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lerdapat aturan yang slfatnya khusus. Artinya ~ajian Ini akan dltlnjau secara urnurn 

dari seg; instruksl Perseroan Terbatas sebagai oadan r,ukurn 

Keputusan untuk rnelakukan rnarger d:akui ataupu', t:dak. ieolh 

dilatarbelakangi cleh pertirnbangan bisnis (ekonomi) antara lalll ulliuk rnernperkLJat 

struktur modal. menlngkatkan kinerja perusahaan, rnemperluas pasar-pasar da!l 

sebagaiilya. !',Jamun dernikian pertirnbangan blsnls (ekonoml) tersebLJt ietap haus di 

topang dengan aspek yundis yang pad a dasar~ya tidak kalah pentingnya. Kerangka 

hukurn harus diperhatikan dan ditegakkan oleh semua pelaku ekonornr dirnana 

hukum di Slnl akan menc!ptakan keseirnbangan antara kepenti!lga!l-kepentingan 

konsurnen pengusaha, masyarakat dan pernerintah. 17 

Sementara Sri Redjeki Hartono mengemukakan bahwa cara restrukturisasi 

apapun ya!lg akan dipilih, hukum akan menjadi pertimbangan akhir sebagai 

pengaman. apakah tindakan-tindakan menuju restrukturisasi tersebut cukup aman 

atau tidak dari sisi hukum. Aman dalam pengertian sah, tidak melanggar ketentuan 

perundang-undangan dan tldak melanggar hak serta kepentingan pihak-plhak laln. 18 

Oalam rangka Itulah maka dapat dlmulal dengan ketentuan Pasal 3 pp [\10 12 

Tahun 1998 yang dengan tegas menyatakan, bahwa terhadap Persero ber!aku 

prinslp-prlnslp Perseroan Terbatas sebagaimana dlatur dalam UU No 1 Tahun 1995 

(UU PT). Maka kerangka acuan untuk melakukan marger atau konsolidasi juga 

berpegang pad a UU PT khususnya Pasal 102, 104 - 109 berserta peraturan 

pelaksanaannya yakni PP No.27 Tahun 1998. Bertolak dar: kerangka acuan 

tersebut ada beberapa hal yang patut untuk diperhatikan dan dicermatL yaltu . 

Perlama. yang paling penting adalah siaoa atau pihak manakah yang paling 

bertanggung jawab terhadap BUMN. Sebab sesuai dengan PP No 1 Tahun 2000 

maka sebagai rapat umum pemegang saham (dalam hal saham negara 100 '!o) atau 

-----se-bagai pemegang-saham mewaklll negara\CfaJamTratsaham negara ttdak100'%)- -

serta yang bertanggung jawab atas 8UMr~ termasuk dalam melakukan proses 

marger atau konsolldasi adalah Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan 

------tB'>iU-HMM~-3ementara-ken lenterH:lA-illi-saat ini sudal+·tiQakcada lagi, dan maSJh .QilJgffi 

tahap 'pemblcaraan slapa yang harus bertanggung jawab terhadap BUMN Oengan 

:~ CFG, Sunaryati Hal1ono, Politik }{ukum }..{eJl({ju SatIl Sisfel71 fJuku111 Nasiona/, ./wrI1ni Bandwlg, 
199Lhal. 3S. 

" Sri Redjeki Hartono. OpCitc hal 39. 
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dernlklan perlu segera dikelurka!l peraturan yang deflnitifyang rnengatur hal tersebut 

untuk rnernenuhi asas,. kepastian hukurn, teriepas dari perseroan slapa yang 

akhililya harus bertanggung Jawab terhadap BUi","'! 

Dalarn hal perseroan pertarna diatas sudar. ,eratas! rnaka rnasih terdapat beberapa 

hal yang patut diperhatil(an juga dalam proses rnarger atau konsolidasi BUM~", yaltu 

Kedua. perhatian terhadap kepentingan pemega~g saharn minoritas. Pasar 104 UU 

PT telah menggariskan perlunya untuk rnerrqJernatikan kepentingan pernegang 

saharn minoritas. Dalam hal untuk rnemperhatikan kepentingan pernegang saharn 

minoritas, tentu saja itu berlaku bagi Persero yang sebagian sahamnya dimiliki oleh 

rnasyarakat (saharn tidak dimiliki oleh negara 100 %) yang dilakukan melalui 

mekanisme Rapat Umum Pernegang Saharn. Seandainya ada pernegang saham 

(rninoritas) yang tidak rnenyetujui terjadinya marger atau konsolidasi yang 

dlputuskan oleh RUPS tersebut, rnaka mereka berhak untuk rnenjual saharnnya 

dengan harga wajar (Pasal 55 UU PT jo Pasal 4 ayat (2),(3), dan (4) PP 27 Tahufl 

1998). 

f\etiga. perhatian terhadap kepentingan karyawan Dalam hal ini harus diperhatlkan 

ketentuan Pasal 38 PP 12 tahun 1998 yang rnengatur bahwa hak dan kewaJiban 

pegawai Persero ditetapkan dengan perjanJlal-: kerja dengan sesuai dengan 

perundang-undangan dl bidang ketenagakerJaan misalnya Kep Menaker No Kep 

150/Men/2000 tentang Penyesuaian Pernutusan Hubungan Kerja dan Penetapan 

Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di perusahaan 

seandainya akibat rnarger atau konsolidasi terse but mengakibatkan terjadinya PHK. 

Ketentuan Menteri Tenaga Kerja tersebut merupakan ketentuan minirnal yang 

slfatnya _ norrnatif, para pihak dalarn perjanjian kerJa (karyawan dan perusahaan) 

dapat rnengadakan kesepakatan dHuar (tentu saja yang lebih baik) daripada 

Ketentuan Manaker tersebut. Jadl daiam--nal ini tidaK ada pernbedaan dengan 

karyawan perusahaan swasta 

Keempat, perhatian terhadap kepentingan Dersaingan sehal Kepentingan 

P@rsilingiln sehat di sini dapat diartil<an--sebagal~kjeat dari penggbungan atau 

peleburan yang rnengarah pada terciptanya rnonopoli produksi dan/atau distribusl 

barang dan/atau Jasa. Berdasakan ketentuan Pasai 51 UU NO.5 Tahun 1999, 

rnonopoli tersebut dirnungkinkan terhadap BUMr" yang bergerak dalam produksi 

dan/atau distribusl barang dan/atau Jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak. 
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Hanya saJa harus dipertegas kntenally'a lal1g dlgunakan untuk menentukan 

menguasal hajat hldup orang banyak ~ersebut menglngat saat ini sudah ada 

pruduksi !istrik (yang menguasal haJat h'dup orang ban\'ak), yang diiakukan oler, 

swasta 

Kel/ma apabi!a diperhatikar ::>roses terJadlnya marger atoll konsolidasi, maka peran 

PUPS adalah sangat vital Art'nya marger atau konsolidasi tidak akan dapat 

:erlaksana tanpa adanya parsewjuan can KL,PS 'llasing-masing parsero. Pad a 

tatlap illilah kemungkinan besar akan muncul sikap 'sewenang-wellang', atau paling 

tidak munclil pertimbanga,,-pertimbangan yang kurang obyektif. Sebab, sesuai 

ketentuan Pasal 1 angka 1 PP No, 12 Tahun 1998 maka pemegang saham pada 

Perusahaan Perseroan adelah Menteri Keuangan selaku \!Vakil pemerintah (dan 

berdasarkan PP NO.96 dan 98 Tahun 1999 kewenangan :arsebut dilimpahkan 

kepada Menneg Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN) Sesuai ketentuan 

Pasal 5 PP No, 12 Tahun1998 maka Menteri Keuangan dapat memberikan kuasa 

keoada pihak lain yaitu Dir)en Pembinaan BUMN, Perorangan atau badan hukum 

lain tetap terhadap keputusan-keputusan pentlng menyangkut perseroan (termasuk 

marger atau konsoiidasi) tetap harus mendapatkan persetujuan dari Menteri 

Keuangan. Tetapi dalam pC' No.1 Tahun 2000 tldak diatur tentang kemungkinan 

pemberian kuasa terse but Jadi yang berwenang adalah tetap Menneg BUMN. Bagl 

Persero/PT yang sahamnya sebagian dimillkl oleh masyarakat, meskipun tidak 

terlalu besar, masih terdapat kontrol dalam forum RUPS. Akan tetapi untuk Persero 

yang sahamnya dimiliki o;eh negara seluruhnya (100 %) maka Menneg BUMN 

bertindak selaku RUPS itu sendin (Pasai 1 dan 2 PP No.96 Tahun 1999 jo Pasal1 

ayat (1) PP No.98 Tahun 1999). Terhadap masalah inl klta dapat mengambrl contoh 

rencana marger antara PT.Telkom dan PT Indosat dlmana negara tidak memiliki 

sahamhya-1DUTlVreskfoun -penguros kedua BUMN tersebut 'hampir' sepakat 

untuk melakukan marger dan telah menyusun blue pnnt sebagai raksasa 

telekomunikasi nasional, tetapi dalam hal ini pemerintah selaku pemegang saham 

mayGftlas-tiEJaK-me-A'jlellJP~ Sel:Jingga Iencana ma rger tersebLJtJJllJllk __ ~e_Q:l",ntara 

tidak dapat dilaksanakan Dari khusus Ini muncul perkembangan yang menank, 

yakni pihak DPR akan mengaJui usularl PTTelkom yang Justru akan men9akulsisi 

PT.lndcsat Diiihat dari perspektif hukum perusahaan. ktlUsusnya perangkat hukum 

yang berkaitan dengan masalah marger konsolidasl, dan Perusahaan Perseroan, 
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maka langkah ilu dapal diKc"akan telah keiuar dan aspek yuridis yang semestinya 

Sebab seperti telah dibahas sebelumn'yo ba~,Na terhadap Perusahaan Perseroan 

tidak dibenarkan adanya campur :angall ,Jari plhak manapun kecuai i organ 

perseroan dar, DPR jelas bukan organ Perse"oan. Tetapi apabiia ,jilihat dan sudut 

pandang politis hal ilu masih relvafl yakfll c)PR sebagai wakil rakyat yang pad a 

hakikatnya adalahpemliik dar' BCJlv1iJ leU sendlri Meskipun demikian tindakan 

seperti itu tetap harus ditempatka:c secar" ;:;rc;:'orsional, dalam arti pihak OPR 110nya 

memberikan masukan atau pertimbangan y'ang r,arus diperhatikan oleh pengurus 

maupun pemegang saham (secara 'formJ!',darr BUMN terse but. Sebab bila tida.k 

maka setiap tindakan BUMN yang r,arus d,mlntakan persetujuan terlebih dahulu 

kepada DPR justru akan memperUlTilt blfokrasi. sementara BUMN itu sudah 

dipercayakan kepada pengurus yang proferslonal. 

Dengan demikian terhadap masalah RUPS 'n l perlu diperhatikan benar kapabilitas, 

integritas dan profesionalisme dari pemegang saham wakili pemerintah atau 

siapapun yang nyatanya akan ditetapkan sebagai pemegang saham mewakili 

negara, agar tldak muncul pertimbangan-pe~imb2mgan dan keputusan-keputu,,;an 

yang bersifat subyektif atau yang men'?_,ntungkan pihak-pihk tertentu saja 

Kekhawatiran Ini pantas muncul terutama scat beberapa waktu yang lalu hangat 

diperdebatkan tentang perebutan posislip'flak yang harus bertanggung Jawab 

terhadap BUMN, Dan waktu itu semoat dlcoba adanya Kabinet Persatuan yang 

berasal dari berbagai kekuatan partai pOiltik, dimana hal inl sempat muncul 

kekhawatiran bahwa kedudukan Menten Keuangan sebagai pemegang saham 

BUMN akan disalahgunakan untuk keperluan partai politik dari mana menteri itu 

berasaL 

-------- --
------------------------------

PENUTUP 

Berdasarkan uralan singkat dl atas klfanya dapat dikemukakan kesimpulan 

seba§ai bcril<ut , 

1. Keberadaan BUMN terutama yang bergerak dalam produksi dan/atau distribusi 

barang dan/atau Jasa yang menguasal halat hidup orang banyaK, patut untuk 

dipertahankan sebagai perusa~aan yang diharapkan tetap berpihak pada 

kepentingan rakyal 
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2. Era perdangan bebas dan terjadlnya krisis ekonomi menuntut un;uk dilakukan 

restrukturisasi ierhadap BUMr~ aga, tetap dapat survive dalam alam kompetisi 

3 Marger atau ,I<\onsolidasi merupakan salah satu alternatlf bagi' ;Jrograr'!' 

restrukturisasi BUMN, sebagai upaya untuk memperlahankan keberadaan 

8UM~J itu sendiri. agar tetop dapat berperan aktif delam menyediaka" :)roduks' 

barang dan/ateu j2sa terutama yang menguasa! haJat hidup orang banyak 

4. Sesua: dengan ketentuan PP ~Jo.12 Tahun 1998 ten tang Perusarlaa:

Perseroan, maka prinsip-pnnsip PerSerOEi'i Terbatas sebagaimana diatur dalar;' 

UU No 1 Tahun 1995 ;21-:t2I1g Perseroan Terbatas berlaku .luga terhaclaF' 

Perusahaan Perseroan De:lgan demiklan ketentuan tentang marger atell 

konsolidasi juga tunduk pada ketentuan UU PT tersebut berserta peraturan 

pelaksanaannya yaknl PP No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan. 

Peleburan, dan Pengambilallhan Perseroan Terbatas. 

5. Terhadap seperangkat peraturan perundang-undangan tersebut, pula dicermati 

implikasinya sebagoi berlkut 

a. Perlunya memperr,atrkan kepentingan pemegang sa ham minoritas (dalam 

hal sebagalan saham BUMN dimiliki oleh masyarakat) terutama yang tidak 

menyetujui terJadinya marger atall konsolidasi. yaitu adanya hak _untuk 

menjual saham terse but dengan harga wajar (Pasal 55 UU PT JO. Pasal 104 

UU PT joPasal 4 ayat (2) (3), dan (4) PP 27 Tahun 1998). 

b. Perlunya memperhatikan juga kepentingan karyawan, yang berdasarkan 

ketentuan Pasal 38 PP ~Jo 12 Tahun 1998 maka hak dan kewajiban 

karyawan adalah sesual dengan perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam 

perundang-undangan dl bidang ketenagakerjaan, misalnya Keputusan 

Menteri Tenaga KefJa No Kep 150/Men/2000 

c. Meskipun tindakan marger -2ltau konsoiidasiTersebut memungklnkan 

mengarah pada monopolL tetapi hal itu diperbolehkan sepanjang dilakukan 

oleh BUMN yang IJergerak dalam produksi dan/atau distribusi barang 

-----------ed!88IflAftialttaEruu--jctsa-)tcmgmenguClsCli llidup 01 Clllg banyak:-iPasal 5 t---t:ftj--No 5 

-Tahun 1999 temang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat) Hanya saja harus ditegaskan kriteria bidang usaha yang 

menguasai hajat hidup orang banyak. 



d. Peran RUPS sangat vital daiam proses marger atau konsolidasi. Oleh karena 

itu harus diperhati"an kapabilitas. integriias dan profesionalisme dari vlakil 

pemerintah yang ditetapkan sebagai pemegang saham wakil negara, agar 

dapat memberikan pertimbangan dan keputusan yang obyektlf dan 

profesional serla tldak menguntungkan pihak ierlentu saja 
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